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ABSTRAK : - Pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 
Angka Kreditnya.  
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 1 
Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 
2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP 
No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 
Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 
2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP 
No. 50 Tahun 2012; Kepres No. 87 Tahun 1999; Perpres 
No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Taun 2010; Perpres 
No. 58 Tahun 2013; Permenpan RB No. 36 Tahun 2014. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan 
pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara tentang 
ketentuan pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan 
aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik 
Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang jabtan fungsional 
penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka 
kreditnya dengan menetapkan batasan istilah yang 
digunakan dalam pengaturannya.  
 

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 
Januari 2015 dan ditetapkan pada tanggal, 13 Januari 
2015. 

  - Lampiran : - hlm. 
    


